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Tesisini membahas mengenai implikasi keabsahan perkawinan campuran di luar negeri yang belum
didaftarkan di Indonesiaterhadap proses jual beli harta bersama berdasarkan studi atas Putusan Pengadilan
Negeri Denpasar Nomor 851/Pdt.G/2016/PN.Dps. Tahun 2017. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah
mengenai keabsahan perkawinan campuran di luar negeri yang belum didaftarkan di Indonesia dan
implikasinyaterhadap proses jua beli harta dalam perkawinan. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis
normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri sesuai
dengan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu berlangsung adalah sah, tetapi karena belum
didaftarkan di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka perkawinan campuran itu
tidak dikenal dalam administrasi kependudukan di Indonesia, sehingga semua perbuatan hukum yang
dilakukan oleh pasangan perkawinan campuran itu tidak mendapat perlindungan hukum di Indonesia.
Dengan demikian, berimplikasi terhadap proses jual beli harta bersama, yaitu selain harus memenuhi syarat
keabsahan perkawinan campuran, juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian jual. Dalam kasusini,
syarat formal terkait keabsahan perkawinan campuran di Indonesia belum terpenuhi, yaitu belum
didaftarkan di Dukcapil setempat, sehingga perkawinan tersebut tidak dikenal dalam administrasi
kependudukan di Indonesia.

Oleh karenaiitu, jika demi kepastian hukum, maka perbuatan hukum Pihak Istri menjual tanah dan bangunan
atas namanya sendiri itu seharusnya dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah dalam status belum kawin,
dan hartaitu adalah harta pribadinya. Namun, jika demi keadilan, maka perbuatan hukum Pihak Istri
tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu terkait kausa yang halal dan melanggar asas
kepatutan, karena se-harusnya secara de facto hartaitu adalah harta bersama yang mensyaratkan adanya per-
setujuan dari Pihak Suami untuk menjualnya, sehingga sepatutnyalah perjanjian jual beli itu menjadi batal
demi hukum.
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This thesis discusses the implications of the validity of mixed marriages abroad that have not been registered
in Indonesiafor the process of buying and selling shared assets based on a study of Denpasar District Court
Decree Number 851/Pdt.G/2016/PN.Dps. 2017. The main problem in this study is regarding the validity of
mixed marriages abroad that have not been registered in Indonesia and the implications for the process of
buying and selling assets in marriages. This research isaform of normative juridical research and the type
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of the research isanalytical descriptive.

The results showed that mixed marriages that were held abroad in accordance with applicable law in the
country where the marriages took place were legal, but because they had not been registered in Indonesiain
accordance with applicable regulations in Indonesia, the mixed marriages were not known in the population
administration in Indonesia, so that all legal actions carried out by a mixed marriage partner do not get legal
protection in Indonesia. Thus, it has implications for the process of buying and selling shared assets, which
in addition to meeting the requirements for the validity of mixed marriages, must also fulfill the legal
requirements for the sale agreement. In this case, the formal require-ments related to the validity of mixed
marriages in Indonesia have not been fulfilled, that is not yet registered at the local Dukcapil, so that
marriages are not known in population administration in Indonesia.

Therefore, if for the sake of legal certainty, then the wifeslegal actionsto sell land and buildingsin her own
name should be considered as legal legal actions in unmarried status, and the assets are her personal assets.
However, if for the sake of justice, then the wifes legal actions do not fulfill the legal requirements for an
agreement, which isrelated to lawful causes and violates the principle of propriety, be-cause de facto assets
should be joint property which requires the approval of the husbands party to sell it, so it isfitting for the
sale and purchase agreement to be null and void.



